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(E)  Isi Abstrak :

Dalam studi kasus dari Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor
126/PDT/2021/PT Sby, terjadi perselisihan keabsahan perjanjian perkawinan yang
dibuat oleh Notaris sebelum perkawinan antara Terbanding yang bernama Lidyawati
dengan Almarhum Mochamad Iming Sulaiman yang berujung pada sengketa harta
waris antara Pembanding I yang merupakan saudara kandung Almarhum dengan
Terbanding dan perjanjian tersebut tidak didaftarkan di kantor catatan sipil serta tidak
melekat pada akta perkawinan antara Terbanding dengan almarhum tersebut. Rumusan
masalah yang terdapat dalam putusan ini adalah mengenai akibat hukum atas
perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil dan kepastian
hukum atas perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan di kantor catatan sipil.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, deskriptif analitis, dan
preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian perkawinan
yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil adalah tidak sah bagi kedua belah pihak
sebagai suami istri, sesuai yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan
diperkuat oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Sedangkan kepastian hukum perjanjian
perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yaitu Akta Perjanjian
Perkawinan Nomor 18 berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 tidak memenuhi kepastian hukum
berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang belum diubah dengan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015. Kesimpulan yang terdapat pada
pembahasan ini adalah akibat hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang dibuat
dan ditandatangani di hadapan Notaris yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil,
yaitu dilihat dari sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015
dimana Akta Perjanjian Perkawinan hanya disahkan oleh Kantor Catatan Sipil setelah
akta ditandatangani oleh Notaris, tetapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
69/PUU-XII/2015, Akta Perjanjian Perkawinan disahkan oleh Kantor Catatan Sipil atau
Notaris. Sedangkan kepastian hukum terhadap akta perjanjian perkawinan yang dibuat
dan ditandatangani di hadapan Notaris yang tidak didaftarkan di Kantor Catatan Sipil
dalam hal agar Pembanding I dapat sebagai ahli waris adalah dengan meminta putusan
konstitutif kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam rangka
Pembanding I sebagai ahli waris dari Almarhum dan sekaligus meminta ganti rugi
kepada Terbanding untuk Pembanding I.
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In the case study from the Surabaya High Court Decision Number
126/PDT/2021/PT Sby, a dispute arose regarding the validity of a prenuptial
agreement made by a notary before the marriage between the Respondent, Lidyawati,
and the late Mochamad Iming Sulaiman. This led to a dispute over inheritance between
Appellant I, the late man's sibling, and the Respondent. The agreement was not
registered at the civil registry office and was not attached to the marriage certificate.
The issues addressed in this decision concern the legal consequences of a prenuptial
agreement that is not registered and the legal certainty regarding such an agreement.
The research methods used were normative juridical, descriptive analytical, and
prescriptive. The findings indicate that the legal consequence of a prenuptial
agreement not registered at the civil registry office is that it is invalid for both parties
as husband and wife, as determined by the First Instance Judges and reinforced by the
Appellate Judges. Regarding legal certainty for a prenuptial agreement not registered,
the agreement (Prenuptial Agreement Number 18) based on Article 29 paragraph (1)
of the Marriage Law, along with the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-
XII/2015, does not meet legal certainty according to Article 29 paragraph (1) of the
Marriage Law prior to being amended. The conclusion is that the legal consequences
for a prenuptial agreement made and signed in front of a notary, which is not
registered, vary before and after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-
XII/2015. Before this decision, the agreement was only validated by the civil registry
office after being signed by the notary. However, following the decision, the agreement
can be validated by either the civil registry office or the notary. As for legal certainty
concerning a prenuptial agreement made and signed before a notary that is not
registered, Appellant I can claim to be an heir by requesting a constitutive ruling from

n heir of the deceased, while
simultaneously seeking compensation from the Respondent.
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